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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

bahwa  dengan  terjadinya  keadaan  yang
menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan, pergeseran Kkegiatan antar SKPD;
penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru
atau kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan
serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan Tahun 2017, maka dipandang perlu
merubah Peraturan Walikota Palangka Raya
Nomor 21 Tahun 2017;

bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Palangka Raya tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2017.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19635 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2753); '

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578};
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara  Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741},

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817});

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keungan Daerah, dan terakhir diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP)} Kota Palangka Raya Tahun
2008 — 2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2009 Nomor 06);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1
Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kota
Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka
Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11
Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor
12);

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2015 Nomor 48);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
TENTANG  PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN
WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 21 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21
Tahun 2016 tentang Rencana Keria Pemerintah Daerah Kota Palangka
Raya Tahun 2017, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu} Pasal vakni
Pasal 4 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 A

Uralan terperinci Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017 terdapat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal I

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkrn pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannva dalam terita Daerah Kota Palangka
Rayva.

Ditetapkan di Palangka Rayva
pada tanggal 25Aubs Mo+

WALIKOTA PALANGKA RAYA,
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Diundangkan di Palangka Rava
pada tanggal 3% luu‘rm' 203

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
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i
BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 20
NOMOR 2%



